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ABSTRAK 

 

Dalam suatu proses persidangan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-

hambatan yang akan ditemui, baik hambatan tersebut datangnya dari luar 

pengadilan atau saat persidangan berlangsung. Padahal untuk urusan bercara telah 

diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. Namun tetap saja bentuk gangguan dan hambatan akan tetap ditemui. 

Gangguan dan hambatan tersebut juga dapat ditujukan kepada seorang jaksa 

penuntut umum. Mengingat seorang jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut 

untuk membacakan dakwaan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pun diatur 

mengenai tugas dan wewenang dari Kejaksaan. Dari kewenangan yang dimiliki 

jaksa inilah ia kerap menjadi target atau sasaran serangan dari pihak terdakwa. Di 

lain sisi, diluar dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa, ia tetap dijamin 

oleh hak atas rasa aman, di mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara 

Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini bersangkutan dengan hak asasi manusia. 

Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mengenai hak atas rasa 

aman ini juga telah dituangkan dalam Pasal 30 Undang_Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan adanya gangguan yang dapat 

menimbulkan hambatan atau rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

bagi jaksa penuntut umum  saat melaksanakan penuntutan. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut bagaimana kaidah hukum seharusnya berlaku untuk 

memberikan perlindungan terhadap jaksa penuntut umum. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis 

normatif, di mana dengan menggunakan metode ini akan dikaji teori-teori, konsep-

konsep, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian 

ini dalam hal ini jaksa penuntut umum. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewenangan Penuntutan, dan Jaksa 

Penuntut Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertulis pada Undang-

Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) di mana 

bunyi pasal tersebut adalah “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal itu 

sudah menetapkan dengan kuat bahwasanya Indonesia merupakan negara yang 

berdasarkan hukum. Dalam hal negara hukum, Plato berpendapat bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik itu ialah yang didasarkan pada pengaturan yang 

baik. Gagasan Plato mengenai negara hukum pun diperkuat oleh muridnya yaitu 

Aristoteles yang berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang 

diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.1 Gagasan mengenai negara 

hukum pada saat itu masih samar-samar, namun muncul secara eksplisit mengenai 

negara hukum pada abad ke- 19, di mana munculnya konsep rechstaat dari 

Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-

unsur negara hukum (rechstaat) adalah: 

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;dan 

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.2 

Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga konsep negara hukum (rule 

of law) dari A.V. Dicey, beliau mengemukakan bahwa unsur-unsur rule of law 

adalah: 

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak 

adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), 

dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 

                                                           
1 RIDWAN HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2 (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011) 
2 ID, PADA 3. 
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2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the 

law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh 

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.3 

Maka dengan pemaparan negara hukum secara singkat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan status Indonesia yang merupakan negara hukum, maka 

setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus taat dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Namun, dengan menyandang status sebagai negara hukum 

tersebut, Indonesia tetap harus menjaga hak-hak setiap individu warga negaranya. 

Selain itu, pemerintahan dalam menjalankan proses kenegaraan harus berdasarkan 

hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku tersebut haruslah mengatur hubungan 

antar pemerintah, pemerintah dengan warga negara, dan antar sesama warga negara. 

Oleh karena itu dengan status negara hukum, maka diharapkan tidak adanya 

kekuasaan yang sewenang-wenang karena kedudukan masyarakat dimata hukum 

itu sama tanpa membedakan ia pejabat atau bukan. 

Dengan predikat Indonesia yang merupakan negara hukum, maka terdapat 

hukum pidana yang merupakan bagian dari negara hukum dan tak dapat dipisahkan 

dari negara hukum, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompe sebagaimana 

dikutip dalam buku P.A.F. Lamintang yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Indonesia, yang dirumuskan secara umum adalah “hukum pidana itu sama halnya 

dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, 

biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit 

banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat 

konkret”.4 Para pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana 

adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan 

kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang 

sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik 

                                                           
3 ID, PADA 4. 
4 P.A.F. LAMINTANG, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA 3 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2011) 



3 

 

tabi’atnya (represif).5 Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan 

falsafah Pancasila yang dapat membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga 

negara, dengan demikian hukum pidana di Indonesia dapat mengayomi seluruh 

masyarakat di Indonesia. 

Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi dua, di mana ada hukum pidana 

material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material merupakan sekumpulan 

aturan yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana suatu perbuatan itu 

dapat dikenakan pidana atau dipidana. Sedangkan hukum pidana formal mengatur 

mengenai bagaimana caranya hukum pidana dapat dijalankan atau diberlakukan 

secara nyata. Maka hukum acara pidana dianggap sangat penting karena berfungsi 

sebagai penggerak hukum pidana materiil. Apabila hukum acara pidana itu 

berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum pidana sudah barang tentu di 

dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat  pelaksana penegak 

hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Para penegak hukum itu dalam 

melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara 

pidana.6  

Selain perangkat pelaksana penegak hukum tersebut tidak boleh 

menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana yang sudah ada, mereka pun 

diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing di mana polisi memiliki tugas 

untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pembuatan berita 

acara pemeriksaan. Jaksa bertugas dalam hal melakukan penahanan, penyusunan 

dakwaan, dan penuntutan. Hakim melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan 

putusan. Sedangkan advokat bertugas sebagai pembela.7 Dengan demikian terlihat 

jelas fungsi dari hukum acara pidana yang mengatur hak dan kewajiban para 

penegak hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum itu tidak terlepas dari 

peran profesi-profesi hukum yang telah dipaparkan secara ringkas di atas. 

                                                           
5 WIRJONO PROJODIKORO, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA 20 (Refika Aditama, Bandung, 

2003) 
6 C.DJISMAN SAMOSIR, SEGENGGAM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 9 (Nuansa Aulia, Bandung, 

2013) 
7 ID. 
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Setelah dipaparkan secara singkat mengenai fungsi dari hukum acara pidana 

yang mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum, dalam hal beracara juga 

ada hal-hal yang dianggap menghambat atau bahkan mengganggu jalannya suatu 

proses persidangan. Maka dari itu, tulisan ini dibuat untuk meneliti bagaimana 

perlindungan jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) dalam melakukan 

proses penuntutannya, karena dalam suatu proses persidangan tidak menutup 

kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan ditemui, baik hambatan 

tersebut datangnya dari luar pengadilan atau saat persidangan berlangsung. 

Walaupun proses beracara telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hal-hal yang merupakan 

gangguan atau hambatan tetap akan ditemui. Salah satu contoh gangguannya dapat 

ditujukan kepada seorang JPU, dikarenakan JPU itu sendiri memiliki kewenangan 

sebagai penuntut untuk membacakan dakwaan. Dasar hukum dari hal ini terdapat 

pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (selanjutnya di sebut sebagai UU Kejaksaan), di pasal tersebut tertulis 

bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-

undang. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penuntut umum 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.  

Mengenai tugas dan wewenang dari seorang jaksa diatur pada Pasal 30 Ayat 

(1) huruf a UU Kejaksaan, di mana hal tersebut mengatur mengenai tugas dan 

wewenang Kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Selain itu, di luar 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, ia tetap dijamin oleh 

hak atas rasa aman di mana hak tersebut melekat pada setiap warga negara 

Indonesia tanpa terkecuali karena hal ini menyangkut dengan hak asasi manusia. 

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, 

“bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 
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dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi”. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) pun 

mengatur mengenai hak atas rasa aman, di mana dalam pasal tersebut berbunyi, 

“setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Maka dengan adanya 

gangguan yang dapat menimbulkan hambatan atau bahkan rasa takut untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu bagi JPU saat melakukan kewenangan penuntutan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kaidah hukum 

seharusnya berlaku terhadap perlindungan JPU.  

Hal tersebut dikarenakan perlindungan terhadap JPU belum diatur secara 

khusus dan mendetail di UU Kejaksaan atau dibuatkan undang-undang yang 

mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap 

perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan 

merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan terutama 

dalam hal ini yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaganya dan JPU 

sebagai individunya. Setelah menjelaskan mengenai hak atas rasa aman guna 

dijadikan dasar untuk melindungi JPU, maka akan dilanjutkan dengan membahas 

mengenai jaksa sebagai penuntut umum yang acap kali menjadi korban tindak 

pidana dari pihak lain karena kewenangan yang dimilikinya sebagai penuntut 

umum yang bertindak untuk dan atas nama negara. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 

tentang Kejaksaan, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada pasal 1 angka 2-nya tertulis 

bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oleh karena 

jaksa memiliki kewenangan penuntutan, maka jaksa selalu menjadi sasaran dari 

para keluarga, pendukung terdakwa atau bahkan terdakwa itu sendiri. Dalam Pasal 

2 ayat 1 UU Kejaksaan juga di sebutkan mengenai kedudukan jaksa, di mana dalam 



6 

 

pasal tersebut berbunyi “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam 

undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang”.  

Sedangkan pasal 2 Ayat 2 berbunyi “Kekuasaan negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”. Pasal 2 Ayat 2 yang 

disebutkan ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU Kejaksaan, disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Maka sebetulnya jaksa harus bekerja 

secara independen dan harus lepas dari pengaruh siapa pun. Dengan kewenangan 

dan kedudukan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penuntut umum, kerap kali 

keluarga atau pendukung terdakwa merasa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa 

terlalu berat atau bahkan salah sasaran sehingga merugikan terdakwa. Pada saat rasa 

kekecewaan inilah terkadang muncul kejahatan di mana jaksa kerap menjadi objek 

sasaran dari para keluarga atau pendukung yang kecewa terhadap tuntutan yang 

diajukan oleh JPU kepada hakim. Tidak sedikit kekerasan verbal atau bahkan 

kontak fisik terjadi di saat proses persidangan sedang berlangsung atau setelah 

proses persidangan berakhir.  

Berikut beberapa fakta kasus yang menampilkan bahwa adanya tindak 

pidana  yang ditujukan kepada JPU di Indonesia. Pertama, kasus dugaan penipuan 

yang digelar di Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut PN) Cianjur, di mana dalam 

kasus tersebut terdapat tindakan anarkis terhadap lembaga penegak hukum. Bahkan 

salah seorang JPU menjadi korban lemparan papan nama jaksa hingga bagian 

belakang kepalanya berdarah.8 Kedua, kasus yang terjadi di Kupang di mana massa 

melakukan tindakan anarkis dalam sidang Romo Frans Amanue yang diduga 

melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur. Pendukung 

Romo tersebut yang berjumlah ribuan orang semula hanya melakukan unjuk rasa 

                                                           
8 http://www.kabarcianjur.com/2012/02/lbh-cianjur-kutuk-keras-aksi.html (diakses pada 

tanggal 2 Desember 2016 pukul 19:00 WIB) 
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untuk membela Romo. Namun, massa menjadi marah setelah majelis hakim yang 

dipimpin oleh Sudarwin menjatuhkan vonis dua bulan dengan masa percobaan lima 

bulan. Aksi massa tak tertahankan sehingga membakar kantor PN Larantuka, kantor 

Kejaksaan Negeri Larantuka dan tiga rumah pegawai Kejaksaan Negeri Larantuka. 

Pada saat kejadian meletus, tiga hakim dan tiga jaksa yakni Hayin Sugito dan 

anggotanya mengungsi ke Keuskupan Larantuka guna menghindari amuk massa 

yang ingin menyerang ke enam orang tersebut.9  

Ketiga, Taufik Hidayat yang merupakan JPU Kejaksaan Negeri Bandung 

menjadi sasaran dari kemarahan terdakwa yaitu Deddy Sugarda. Insiden ini 

berlangsung di Ruang V Pengadilan Negeri Bandung, di mana dalam amar 

putusannya, ketua majelis hakim menjatuhi vonis kepada Deddy dengan pidana 

penjara selama lima tahun. Deddy yang awalnya tampak tenang tersebut, jelang 

akhir persidangan mendadak emosi saat penasihat hukumnya, Torkis Parlaungan 

Siregar, hendak menyampaikan sikap atas vonis tersebut. Deddy yang berada di 

kursi terdakwa tiba-tiba mengangkat lengan kanan dan melempar sepatu yang 

dipakainya ke arah Taufik dengan berkata “gara-gara kamu”. Sepatu kanan Deddy 

melayang ke arah Taufik yang tengah duduk. Sepatu tersebut membentur meja lalu 

terlontar nyaris mengenai tubuh Taufik.10  

Berdasarkan kasus-kasus di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa 

tindak pidana yang ditujukan kepada JPU masih terjadi di Indonesia. Namun kasus 

menyangkut tindak pidana yang ditujukan kepada JPU  seolah-olah menguap, 

karena tidak adanya tindak lanjut terhadap tindak pidana itu sendiri. Maka dengan  

adanya fakta bahwa JPU acap kali menjadi korban dari tindak pidana diperlukan 

undang-undang atau revisi terhadap UU Kejaksaan untuk memberikan 

perlindungan secara khusus dan mendetail bagi JPU. Penulis hanya ingin terfokus 

terhadap jaksa sebagai penuntut umum yang dapat saja menjadi korban dari tindak 

pidana saat melakukan kewenangannya sebagai penuntut umum. Mengingat 

                                                           
9 https://nasional.tempo.co/read/news/2003/11/15/05830157/massa-membakar-kantor-

pengadilan-larantuka (diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 19:16 WIB) 
10 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3404228/cerita-jaksa-taufik-soal-pelemparan-

sepatu-oleh-deddy-sugarda (diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 13:48 WIB) 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3404228/cerita-jaksa-taufik-soal-pelemparan-sepatu-oleh-deddy-sugarda
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3404228/cerita-jaksa-taufik-soal-pelemparan-sepatu-oleh-deddy-sugarda
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kewenangan yang diemban oleh para jaksa sebagai penuntut umum itu memiliki 

tanggung jawab yang besar dan kerap kali atas kewenangan yang dimiliki oleh 

seorang JPU menjadi objek sasaran dari terdakwa, keluarga terdakwa, atau 

pendukung dari terdakwa itu sendiri. 

Oleh karena itu, yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai 

perlindungan jaksa pada saat melaksanakan kewenangan penuntutan, dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum  Dalam 

Melaksanakan Kewenangan Penuntutan” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, 

maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap jaksa 

penuntut umum atas kejahatan yang terjadi selama proses penuntutan ? 

2) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam 

melindungi dirinya saat melaksanakan tugas penuntutan ? 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah guna 

memahami secara mendalam mengenai perlindungan terhadap jaksa penuntut 

umum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hukum 

memberikan perlindungan terhadap jaksa saat melaksanakan tugas penuntutannya 

dan bagaimana upaya untuk menanggulanginya. 
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1.4. Metode Penelitian 

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip  dengan cara 

mengumpulkan data, menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, 

sistematik dan dapat di pertanggungjawabkan.11 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif yang mana  penelitian bersifat Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini. Pada 

penelitian bersifat Yuridis Normatif ini di lakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama didukung 

dengan bahan-bahan hukum primer berupa wawancara. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau 

data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier. 

a) Sumber hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

jaksa penuntut umum. 

b) Sumber hukum sekunder, yaitu bahan berupa buku-buku mengenai hukum 

acara pidana, jurnal hukum, internet, dan artikel-artikel yang relevan dengan 

penelitian ini 

c) Sumber hukum tertier, yaitu bahan-bahan berupa kamus hukum dan bahan 

lain yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan 

sekunder 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada beberapa jaksa 

penuntut umum. 

                                                           
11 HERMAWAN WASITO, PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 6 (Gramedia Pustaka Umar, Jakarta, 

1997) 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar   

belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang 

mengemukakan berbagai definisi terkait, rumusan dan pengertian dari istilah yang 

terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-

istilah tersebut. 

Bab 2 Kajian Teoritik Terhadap Jaksa di Indonesia 

 Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Jaksa di Indonesia yang ditinjau 

dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas yang 

berkaitan dengan Jaksa di Indonesia. 

Bab 3 Kajian Terhadap Perlindungan Jaksa Penuntut Umum di 

Indonesia 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai perlindungan Jaksa di Indonesia 

yang ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-

asas yang berkaitan dengan perlindungan Jaksa di Indonesia serta hasil wawancara 

dari beberapa jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandung. 

Bab 4 Upaya Perlindungan Jaksa Penuntut Umum di Indonesia 

Dalam bab ini akan dijabarkan pembahasan terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam tulisan ini. Pada pembahasan di sini, akan dibahas berdasarkan 

rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran terhadap 

permasalahan yang diteliti. 
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